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legal consequences regarding systemic validity, data security, and governmental responsibility. Aims 

This study investigates electronic governance through the perspective of State Administrative Law to 

negate the necessity for legitimate jurisdictional authority and normative compliance. Furthermore, 

constructs a conceptual framework that integrates technical platform provision with state governance 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

dalam pelayanan publik. Layanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik melalui 

situs web, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi serta mengurus administrasi 

tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Perubahan ini menegaskan peran digitalisasi dalam mendukung tata 

kelola pemerintahan di Indonesia [1]. 

 
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [2] menegaskan bahwa pelayanan mencakup penyediaan barang, jasa, dan layanan 

administratif bagi warga negara dan penduduk. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus menjamin 

pemenuhan hak masyarakat melalui layanan yang berkualitas. 

 
Digitalisasi diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mempercepat pelayanan. 

Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan internet, perbedaan kemampuan digital, gangguan 

sistem, dan minimnya informasi prosedur [3]. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung 

pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjamin aksesibilitas layanan dan perlindungan hak masyarakat. 

 
Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, digitalisasi pelayanan publik menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan 

kewenangan pemerintah, keabsahan tindakan administrasi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), 

serta pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik [4]. Perubahan sarana 

pelayanan dari konvensional menjadi digital tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan 

hukum. Setiap proses pelayanan, termasuk pemeriksaan persyaratan, penerbitan dokumen, dan pemberian keputusan, tetap 

perlu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku [12]. 

 
Selain itu, penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan publik juga berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data 

pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan digital perlu memperhatikan keterbukaan informasi, 

keamanan data, serta mekanisme pengaduan apabila masyarakat mengalami hambatan atau kerugian dalam proses 

pelayanan. Hal ini penting agar perkembangan teknologi dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik tanpa 

mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat. 

 
Meskipun kajian mengenai digitalisasi pelayanan publik telah banyak membahas peningkatan efisiensi, kemudahan akses, 

dan kualitas pelayanan, masih diperlukan analisis yang mengintegrasikan aspek teknis penyelenggaraan pelayanan digital 

dengan konsekuensi yuridisnya dalam Hukum Administrasi Negara. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

keberhasilan sistem elektronik dalam mempercepat pelayanan, tetapi juga menyangkut keabsahan tindakan administrasi 

yang dilakukan melalui sistem digital, penerapan AUPB, serta pertanggungjawaban pemerintah ketika terjadi kesalahan 

sistem, hambatan akses, atau kerugian yang dialami masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama yang perlu dikaji 

adalah bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara tetap diterapkan dan memberikan perlindungan hukum 

dalam setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. 

 
Kesenjangan kajian tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menempatkan digitalisasi pelayanan publik 

tidak semata-mata sebagai transformasi teknologi pemerintahan, tetapi sebagai perubahan mekanisme penyelenggaraan 

kewenangan administrasi yang tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan hak masyarakat. Kebaruan 

artikel ini terletak pada pengintegrasian aspek kewenangan dan keabsahan tindakan administrasi, penerapan AUPB, 

pertanggungjawaban pemerintah, serta perlindungan hukum masyarakat dalam satu kerangka analisis pelayanan publik 

digital di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini berupaya memperjelas hubungan antara efektivitas pelayanan 

berbasis elektronik dan kewajiban hukum pemerintah, khususnya dalam menjamin kepastian prosedur, akses pelayanan 

yang adil, keamanan data pribadi, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas pelayanan publik berbasis digital dalam perspektif Hukum Administrasi 

Negara di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada penerapan pelayanan publik digital, dasar hukum yang mengaturnya, 

penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, serta manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik digital yang 

tidak hanya efektif secara teknologi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum dan berorientasi pada pemenuhan hak 

masyarakat. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan 

literatur yang relevan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik [2] dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik [5]. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari jurnal ilmiah dan literatur mengenai digitalisasi pelayanan 

publik, e-government, SPBE, dan Hukum Administrasi Negara. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk 

menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2598-9936
https://doi.org/10.21070/ijins
https://umsida.ac.id/


Indonesian Journal of Innovation Studies 

Vol. 27 No. 4 (2026): October 

DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2400 

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

9/12 

 

 

A. Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Digital di Indonesia 

 
Pelayanan publik berbasis digital merupakan inovasi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mengalihkan proses pelayanan manual ke sistem elektronik [6]. Di Indonesia, penerapannya diwujudkan melalui Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat [5] [14]. 

 
Pelaksanaan SPBE berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 [5] serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [7], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik [8], dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [9]. Landasan hukum 

tersebut menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi, tetapi juga 

kepatuhan hukum, keterbukaan informasi, dan perlindungan keamanan data masyarakat. 

 
Penerapan pelayanan publik digital dapat dilihat melalui Online Single Submission (OSS), yaitu sistem elektronik yang 

memudahkan masyarakat mengurus perizinan tanpa harus menjalani seluruh proses secara langsung. Digitalisasi juga 

mempercepat pelayanan, menghemat waktu, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Jika 

sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor, mengantre, dan menyerahkan dokumen secara langsung, sistem digital 

memungkinkan sejumlah tahapan dilakukan secara daring sehingga pelayanan menjadi lebih praktis dan efisien. 

 
Meskipun demikian, keberadaan pelayanan digital tidak berarti bahwa seluruh permasalahan pelayanan publik secara 

otomatis dapat diselesaikan. Pelayanan digital tetap membutuhkan sistem yang baik, aparatur yang mampu mengoperasikan 

teknologi, serta masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses layanan tersebut [10]. 

 
B. Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 

 
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 [2] menegaskan bahwa pelayanan harus diberikan kepada 

setiap warga negara dan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga menjadi bagian dari pemenuhan hak masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara layanan [11]. 

 
Perkembangan pelayanan berbasis digital mengubah cara pemerintah melaksanakan kewajibannya. Meskipun pelayanan 

dilakukan melalui sistem elektronik, dasar kewenangan dan tanggung jawab pemerintah tetap harus diperhatikan. Setiap 

tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan dokumen, pemeriksaan persyaratan, dan pemberian keputusan melalui sistem 

digital, harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak menghilangkan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [4].  

 
1. Kewenangan Pemerintah dalam Pelayanan Publik Digital 

 
Kewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam Hukum Administrasi Negara karena menjadi dasar bagi 

pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Dalam pelayanan publik berbasis digital, kewenangan tersebut 

diwujudkan melalui sistem elektronik yang digunakan untuk menerima permohonan, memproses data, dan menerbitkan 

hasil pelayanan. 

 
Penggunaan sistem otomatis dalam pelayanan tidak berarti bahwa kewenangan pemerintahan berpindah sepenuhnya 

kepada teknologi. Sistem elektronik pada dasarnya merupakan sarana yang digunakan untuk membantu pelaksanaan 

kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat atau instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang 

dihasilkan melalui sistem tetap perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan [13]. 

 
Apabila terjadi penolakan permohonan atau kesalahan dalam proses pelayanan, perlu diperhatikan apakah tindakan tersebut 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah sistem bekerja berdasarkan prosedur yang sah, dan apakah masyarakat 

memiliki kesempatan untuk memperoleh penjelasan atau mengajukan pengaduan. Hal ini penting agar penggunaan 

teknologi tidak menimbulkan tindakan administrasi yang merugikan masyarakat tanpa mekanisme pertanggungjawaban 

yang jelas. 

 
2. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

 
Pelayanan publik digital berkaitan erat dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pemanfaatan 

teknologi dapat mendukung keteraturan dan transparansi layanan, tetapi pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

 
Pertama, asas kepastian hukum. Dalam pelayanan digital, kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi 

yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu pelayanan. Masyarakat perlu mengetahui dasar dari 

setiap tahapan pelayanan, termasuk alasan apabila permohonan ditolak. Sistem elektronik seharusnya tidak menimbulkan 

ketidakpastian akibat perubahan prosedur yang tidak diinformasikan atau keputusan otomatis yang tidak disertai penjelasan 

yang memadai. 

 
Kedua, asas kecermatan. Penerapan sistem digital menuntut ketelitian dalam pengelolaan data dan pemeriksaan dokumen 

masyarakat. Kesalahan dalam memasukkan, memproses, atau memverifikasi data dapat memengaruhi hasil pelayanan. Oleh 

karena itu, penyelenggara perlu memastikan bahwa sistem dan prosedur yang digunakan mampu meminimalkan kesalahan 
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serta menyediakan mekanisme perbaikan apabila terjadi kekeliruan. 

 
Ketiga, asas keterbukaan. Sistem pelayanan digital perlu menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat 

mengenai prosedur dan perkembangan permohonan [14]. Keterbukaan tidak hanya berarti menyediakan website atau 

aplikasi, tetapi juga memberikan informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui 

hak serta kewajibannya dalam proses pelayanan. 

 
Keempat, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Penggunaan teknologi harus tetap berada dalam batas kewenangan 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sistem digital tidak boleh digunakan untuk membatasi hak masyarakat 

secara sewenang-wenang atau menghasilkan keputusan yang tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, diperlukan 

pengawasan terhadap proses dan hasil pelayanan digital. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, penerapan AUPB dalam pelayanan publik digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan 

teknologi. Aspek yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk mendukung tindakan 

pemerintahan yang sah, cermat, terbuka, dan tidak merugikan masyarakat. 

 
3. Keabsahan Dokumen dan Keputusan Administrasi Elektronik 

 
Pelayanan publik berbasis digital dapat menghasilkan berbagai dokumen administrasi, seperti surat izin, sertifikat, atau 

dokumen pelayanan lainnya. Dalam menganalisis keabsahan dokumen elektronik, bentuk digitalnya tidak dapat dijadikan 

satu-satunya dasar penilaian. Keabsahan suatu dokumen atau keputusan administrasi juga perlu dilihat dari kewenangan 

pejabat yang menerbitkannya, prosedur yang ditempuh, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat mendukung keaslian dan integritas dokumen elektronik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya [7]. Namun, keberadaan tanda tangan elektronik tidak secara 

otomatis menjadikan setiap dokumen sah apabila persyaratan kewenangan atau prosedur penerbitannya tidak terpenuhi. 

 
Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik perlu dipahami sebagai perubahan sarana penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan, bukan penghapusan persyaratan hukum. Setiap produk administrasi yang diterbitkan melalui sistem 

elektronik tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 
4. Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Digital 

 

Pelayanan publik digital memerlukan data masyarakat untuk proses identifikasi, verifikasi, dan pengajuan layanan. Karena 

itu, keamanan data pribadi perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pelindungan Data Pribadi [9] menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data tersebut. 

 
Penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan pengelolaan data secara bertanggung jawab, termasuk penggunaan 

data sesuai dengan tujuan pelayanan, pengamanan sistem, dan pencegahan akses yang tidak sah. Pengumpulan data yang 

tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi masyarakat. 

 
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perlindungan data pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah 

dalam menyelenggarakan pelayanan yang aman dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan sistem digital perlu 

disertai kebijakan perlindungan data serta mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan keamanan atau pelanggaran 

terhadap data masyarakat. 

 

C. Manfaat dan Kendala Pelayanan Publik Berbasis Digital 

 
Pelayanan publik berbasis digital memberikan beberapa manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Salah satu manfaat 

utama adalah kemudahan dalam memperoleh pelayanan. Masyarakat dapat mengakses informasi dan mengurus beberapa 

kebutuhan administratif tanpa harus selalu datang ke kantor pemerintah. 

 
Selain itu, digitalisasi dapat menghemat waktu dan biaya. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk 

setiap proses pelayanan apabila seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara online. Bagi pemerintah, penggunaan 

sistem digital juga dapat membantu mengurangi penggunaan dokumen fisik dan membuat proses administrasi menjadi lebih 

terorganisir. 

 
Digitalisasi juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi pelayanan. Masyarakat dapat melihat informasi 

mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan melalui sistem yang disediakan pemerintah. Hal tersebut dapat mengurangi 

ketidakjelasan informasi yang sering menjadi salah satu masalah dalam pelayanan publik. 

 
Namun, penerapan pelayanan digital juga masih memiliki beberapa kendala. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan 

digital yang sama. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau website pemerintah 

[10]. Selain itu, masalah jaringan internet dan keterbatasan infrastruktur juga dapat menghambat akses terhadap pelayanan 

digital [3]. 

 
Kendala juga dapat berasal dari aparatur pemerintah. Digitalisasi membutuhkan aparatur yang mampu menggunakan 

teknologi dan memahami sistem pelayanan elektronik. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan digital aparatur menjadi 

salah satu hal yang penting dalam keberhasilan transformasi pelayanan publik. 
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Berdasarkan hal tersebut, digitalisasi pelayanan publik tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau website. 

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem tersebut mudah digunakan, memiliki informasi yang jelas, dapat diakses 

oleh masyarakat, dan didukung oleh aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai [15]. 

 
Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang mengikat secara hukum untuk memastikan pelayanan publik digital 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal 

sesuai kewenangannya, meliputi kepatuhan terhadap standar pelayanan, keabsahan keputusan elektronik, serta 

perlindungan data pribadi. Mekanisme ini perlu didukung evaluasi berkala, audit sistem, penanganan pengaduan, dan 

tindak lanjut atas pelanggaran melalui perbaikan sistem atau penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum. Pengawasan 

tersebut mengacu pada peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan 

Data Pribadi. Dengan demikian, pelayanan publik digital tidak hanya efektif dan mudah diakses, tetapi juga akuntabel serta 

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Pelayanan publik digital menjadi bagian dari transformasi pemerintahan di Indonesia yang dapat mempermudah akses, 

mempercepat proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi layanan. Dalam perspektif Hukum Administrasi 

Negara, penerapannya harus tetap berlandaskan hukum serta menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan 

perlindungan hak masyarakat. Oleh sebab itu, digitalisasi tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

 
Penerapan pelayanan publik digital masih terkendala oleh akses internet, kemampuan digital masyarakat, dan kesiapan 

aparatur pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperbaiki sistem layanan, meningkatkan kompetensi 

aparatur, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat agar digitalisasi berjalan optimal. Selain itu, diperlukan 

penguatan mekanisme hukum administratif melalui evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan, audit sistem elektronik 

secara berkala, serta penetapan prosedur penanganan pengaduan dan koreksi atas keputusan administrasi yang merugikan 

masyarakat. Pengawasan internal dan eksternal perlu disertai tindak lanjut yang jelas, termasuk perbaikan prosedur dan 

penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran. 

 
Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual pelayanan publik digital yang mengintegrasikan keabsahan tindakan 

administrasi elektronik, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, perlindungan data pribadi, dan pengawasan 

hukum dalam satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Kerangka ini menempatkan setiap proses digital, mulai 

dari pemrosesan permohonan hingga penerbitan keputusan, sebagai tindakan administrasi yang harus memiliki dasar 

kewenangan, dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dikoreksi apabila merugikan masyarakat. Implementasinya perlu didukung 

mekanisme audit berkala, penanganan pengaduan, serta tindak lanjut hukum yang jelas. Dengan pendekatan tersebut, 

digitalisasi pelayanan publik tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi teknologi, tetapi juga berdasarkan kepatuhan hukum 

dan efektivitas perlindungan hak masyarakat. 
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